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Oleh : Suwito1 
 
 
Abstrak : Peran serta masyarakat yang diperlukan tidak hanya terbatas pada 
pengaduan dan laporan terkait tindak pidana korupsi, namun peran serta 
masyarakat yang baik harus terus dibangun antara lain dengan pendekatan 
edukatif, sosio kultural, struktural dan dengan cara menuntut dan 
menjatuhkan sanksi yang tinggi atau setimpal sehingga menimbulkan efek 
jera bagi prefensi khusus maupun prefensi umum. 
 
Kata Kunci : Akselarasi, Peran KPK, Mayarakat, Pencegahan,  




Tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi salah satu bentuk 
problematika dari sekian banyak masalah kebangsaan lainnya. Korupsi 
ditengarai sebagai penyebab kehancuran ekonomi yang memiliki dampak 
negatif pada terjadinya multi krisis di hampir semua lini kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Sebagai negara hukum (rechtstaat),2 Indonesia memiliki 
perangkat hukum dari sisi substansi dengan memberlakukan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (UUPTPK) yang merupakan kodifikasi undang-undang diluar Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur segala rumusan 
tindak pidana korupsi (secara materiil) dan pola penyelesaiakan perkaranya 
yang bersifat formil.  
 
1 Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua 
2 Negara hukum berdasarkan ajaran Hukum Murni (Reine Rechslehre) dari Hans Kelsen 
mengatakan bahwa negara adalah tidak lain suatu bangunan hukum itu sendiri. Lihat: Satjipto 
Rahardjo, 2009, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakata: Genta Publishing, hlm. 
6-7. 
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Tindak pidana korupsi berdasarkan interpretasi dari substansi 
UUPTPK yang dimaksud di atas dapat digolongkan sebagai bentuk 
penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana korupsi 
adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan 
pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan 
umum, dibarengi dengan penghianatan ataupun penipuan akan akibat-akibat 
yang diderita oleh masyarakat luas. 
Pada konteks pemberantasan tindak pidana korupsiada 2 (dua) faktor 
penentu yang menentukan tegak tidaknya pemberantasan kejahatan korupsi 
di sebuah negara hukum seperti di Indonesia. Kedua faktor tersebut adalah 
faktor hukumnya (laws) dan faktor orangnya (men). Faktor hukum dapat 
dimaknai sebagai bentuk keseriusan suatu negara hukum dalam menyiapkan 
perangkat aturan hukum atau norma yang mengatur segala hal terkait 
dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan faktor orang 
berkaitan dengan kemampuan dan wibawa penegak hukum sepertiKomisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan untuk memahami 
dan menjalankan faktor pertama tersebut kemudian menerapkannya dalam 
situasi konkret sesuai dengan tuntutan cita-cita hukum nasional.  
Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya 
merupakan tanggung jawab KPK, Kepolisian dan Kejaksaan saja, tetapi 
peran serta masyarakat sangat penting terutama mengenai hal bahwa KPK 
tidak memiliki perwakilan di daerah, fakta demikian sangat menyulitkan KPK 
dalam mengawasi tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia.  
Dalam kedudukannya sebagai lembaga penegak hukum, KPK 
merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan dalam 
menjalankan tugasnya bebas dari kekuasaan manapun dengan segala 
kewenangan dan kemampuannya yang telah teruji baik dalam hal 
pencegahan dan penindakan pada kasus-kasus konkrit, namun demikian 
patut disadari bahwa KPK tidak dapat melaksanakan tugasnya secara 
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optimal tanpa peran serta masyarakat. Oleh karena ituUndang-undang No. 
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 
41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (5) diatur mengenai hak dan peran serta 
masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan  tindak pidana 
korupsi.  
Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk antara lain, 
mengamati, mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi terkait 
tindak pidana korupsi. Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan 
saran dan pendapat serta melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Peran 
serta masyarakat ini paling tidak harus memenuhi tiga esensi yaitu, 
perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, kebebasan yang 
bertanggungjawab bagi masyarakat untuk menggunakan haknya, dan 
penciptaan ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk berperan serta. 
Sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang untuk memenuhi 
hak masyarakat, KPK memiliki Direktorat Pengaduan Masyarakat yang 
menyediakan layanan pengaduan masyarakat. Layanan tersebut tersedia 
dari beberapa medium, seperti layanan komunikasi secara langsung, telepon, 
e-mail hingga aplikasi KPK Whistleblowers System (kws) yang menjamin 
kerahasiaan identitas pelapor yang ingin mengadukan adanya dugaan tindak 
pidana korupsi. Adanya medium yang bervariasi juga diciptakan agar 
masyarakat memiliki akses yang memadai dalam melakukan pengaduan 
dugaan tindak pidana korupsi. 
Pada kenyataanya meskipun dalam beberapa kasus penindakan yang 
dilakukan KPK adalah sebagai bentuk pelaksanaan dan tindak lanjut dari 
berbagai laporan atau pengaduan masyarakat, namun banyak laporan 
masyarakat yang tidak ditindaklanjuti dikarenakan berbagai alasan yang 
sebagian besar karena laporan tidak disertai cukup data atau bukti permulaan 
tindak pidana korupsi, terutama bagi pelapor di daerah. Sedangkan adanya 
dugaan akan terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi potensial terjadi. 
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Banyaknya laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan 
atau indikasi akan terjadi tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti oleh 
KPK sebagaimana diuraikan diatas menimbulkan sikap pesimisif, skeptis dan 
apatis pada sebagian masyarakat untuk melaporkan atau mengadu kepada 
KPK dalam hal membantu mencegah dan memberatas korupsi. Masyarakat 
menyerahpada kenyataan akan terjadinya perbuatan suap-menyuap, 
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat dan perbuatan 
lainnya yang terindikasi tindak pidana korupsi yang diamati dan dilihatnya 
sendiri. Dalam benak dan sikap batinnya skeptis dan mengurungkan niat 
untuk melapor karena tidak mendapatkan kepastian dan jaminan laporannya 
ditindaklanjuti. sehingga membiarkan tindak pidana korupsi benar-benar 
terjadi dan tidak tersentuh penegakan hukum.  
Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan diatas,penulis mencoba 
mengidentifikasi penyebabkan sikap pasif masyarakat untuk melaporkan 
adanya indikasi terjadi atau akan terjadi tindak pidana korupsi. Serta  konsep 
strategi kebijakan KPK yang ideal agar masyarakat lebih aktif berperan serta 
dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. 
 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA 
 
Pengaturan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
 
a. Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negera yang bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
- Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1999  Tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi 
dan Nepotisme menyebutkan bahwa “Peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab 
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masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih”; 
dan  
- Pada Ayat (2) “Hubungan antara penyelenggara negara dengan 
masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas umum 
penyelenggaraan negara sebagaimana disebut pada Pasal 3 UU No. 28 
Tahun 1999 yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib 
Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas 
Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas 
Akuntabilitas. 
- Pasal 9 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 1999: 
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih 
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diwujudkan dalam 
bentuk: 
a) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang 
penyelenggaraan negara; 
b) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari 
penyelenggara negara; 
c) Hak menyempaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab 
terhadap kebijakan penyelenggara negara; dan 
d) Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 
1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c; 
2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan disidang 
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi dan saksi ahli sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Peran serta masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
- Dalam Pasal 41 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa 
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“Masyarakat dapat berperan serta membantu pencegahan dan 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. 
Dalam penjelasannya disebutkan bahwa “Ketentuan dalam pasal ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi”. 
- Pada pasal 41 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa hak-hak 
masyarakat di dalam berperan serta dalam usaha pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam: 
a) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi kepada 
penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 
b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan 
memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana 
korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak 
pidana korupsi; 
c) Hak menyempaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab 
penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 
d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya 
yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu 30 (tiga puluh) 
hari; 
e) Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 
3. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c; 
4. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan disidang 
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi dan saksi ahli sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
- Pasal 41 Ayat (3), (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa: Masyarakat 
dalam berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana korupsi mempunyai hak dan tanggungjawab yang dilaksanakan 
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dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati 
norma agama dan norma sosial lainnya. Ayat (5) nya menyatakan: akan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  
- Pasal 42 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Pemerintah 
memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa 
membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak 
pidana korupsi. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud tersebut 
akan diatu lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Data dan Bukti Permulaan Sebagai Syarat Laporan Atas Dugaan Tindak 
Pidana Korupsi. 
 
Beberapa faktor yang mendorong masyarakat antusias ataupun tidak 
dalam melakukan pengaduan;  Pertama, masyarakat ingin mengadukan bila 
persoalan korupsi itu merugikan kepentingan politik, pribadi, kelompok 
ataupun organisasinya.Ada juga beberapa masyarakat yang benar-benar 
memiliki niat tulus karena hati nuraninya tidak ingin membiarkan praktik-
praktik korupsi terjadi dilingkungan kerjanya atau melihat indikasi akan 
terjadinya korupsi ditempat lain dan lain sebagainya. Terdapat juga para 
bawahan yang merasa tertekan dengan tindak tanduk atasannya yang 
mendorong mereka untuk melapor ke KPK. 
Tindak lanjut penanganan atas laporan atau pengaduan masyarakat 
kepada KPK, penulis mengambil contoh bahwa sampai Desember 2018 KPK 
menerima 6.202 laporan masyarakat. Dari 6.143 laporan masyarakat yang 
telah diverifikasi hanya 3.990 laporan yang nyatakan berindikasi tindak 
pidana korupsi namun tidak terdapat ada keterangan berapa yang 
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ditindaklanjuti. Selebihnya sebanyak 2.153 dipandang tidak berindikasi tindak 
pidana korupsi, karenanya sudah pasti tidak ditindaklanjuti.3 
Banyaknya laporan pengaduan masyarakat yang masuk dipandang 
tidak menjamin kualitas laporan masyarakat. Karena, jika melihat jumlah 
laporan pengaduan masyarakat yang masuk setiap tahunnya, yang 
terindikasi sebagai tindak pidana korupsi hanya berkisar 30%-60%. 
Selanjutnya, dari banyaknya  laporan yang masuk setiap tahunnya, tidak 
lebih dari 60% laporan yang layak untuk ditindaklanjuti dan ditangani oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi. penyebabnya adalah setelah dilakukan 
verifikasi atas laporan masyarakat, Direktorat Pengaduan KPK menilai tidak 
dapat ditindaklanjuti, salah satunya antara lain karena tidak disertai dengan 
bukti atau data-data yang dirasa cukup. Kesulitan masyarakat adalah 
keadaan yang tidak memungkinkan untuk dapat mencari atau mengakses 
secara langsung untuk mendapatkan bukti-bukti atau data yang cukup 
sebagai syarat melaporkan suatu peristiwa yang diduga terjadi atau akan 
terjadi perbuatan korupsi. Keadaan ini menyebabkan sebagian masyarakat 
skeptis dan memilih membiarkan korupsi terjadi. 
Syarat menyertakan data-data atau bukti permulaan yang dianggap 
cukup agar laporan masyarakat ditindaklanjuti ini merupakan kesulitan 
tersendiri bagi masyarakat yang peduli terhadap perbuatan korupsi untuk 
turut berperan serta melaporkan kepada KPK. Kesulitan mengakses, mencari 
dan memperoleh data atau bukti untuk disertakan dalam laporannya agar 
ditindaklanjuti menjadikan masyarakat yang semula antusias menjadi skeptis 
dan enggan melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang berujung pada 
adanya pembiaran meskipun sesungguhnya keinginannya begitu kuat untuk 
membantu mencegah atau memberantas tindak pidana korupsi. 
 
 
3 Siaran Pers KPK Tanggal 20 Desember 2018. https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-
pers/717-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2018. 
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Jaminan Perlindungan Konkrit Bagi Pelapor  
Dalam menyampaikan laporan, setiap masyarakat pelapor diberi 
perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, 
sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun 
keselamatan jiwanya.  Hal ini sesuai dengan prinsip kerahasiaan dalam 
pengaduan masyarakat bahwa identitas orang yang melaporkan harus 
dirahasiakan kecuali yang bersangkutan menghendaki sebaliknya.  
Pada Pejelasan Pasal 41 Ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah 
menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelapor dimaksudkan 
untuk memberi rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula 
dalam Pasal 42 Ayat  (1) dan (2) disebutkan bahwa penghargaan kepada 
masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, 
pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi dengan disertai 
bukti-bukti diberikan penghargaan baik dengan piagam maupun premi. 
Perlindungan hukum ini juga diberikan belandaskan pada Peraturan 
Pemerintah No 71 Tahun 2000, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi 
mempunyai kewajiban untuk melindungi identitas pelapor. Bahkan pelapor 
juga berhak mendapatkan penghargaan dari negara atas pengaduan tindak 
pidana korupsi yang telah ia lakukan, dengan syarat bahwa kasus yang 
diadukan bisa ditindaklanjuti sampai penuntutan dan vonis. 
Kejahatan tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh orang-orang yang 
memiliki pengaruh yang luar biasa baik di lingkungan kerjanya maupun di 
lingkungan masyarakatnya (white collar crimes) sehingga dalam proses 
peradilan tindak pidana korupsi pun pengadilan tidak mewajibkan kepada si 
pelapor untuk hadir dalam memberikan informasi dalam sidang. Hal ini juga 
untuk memberikan perlindungan fisik, mental maupun perlindungan 
keamanan bagi pelapor dan keluarganya. 
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Mengukur kepastian akan jaminan perlindungan hukum dan jaminan 
keselamatan jiwa pelapor juga merupakan permasalahan tersendiri bagi 
partisipasi masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana 
korupsi. Mengingat karakter pelaku tindak pidana korupsi ini bermacam-
macam, seperti misalnya ada yang memiliki sifat pendendam yang begitu 
mendalam. Sampai kapan negara dalam hal ini lembaga yang dapat 
melindungi pelapor, dapat menjamin dan memberikan kepastian perlindungan 
terhadap pelapor, karena kemungkinan adanya ancaman pelapor 
dikriminalisasi, intimidasi dan terancam keselamatan jiwanya maupun 
keluarganya selalu mengintai. Oleh karena itu dalam rangka penguatan dan 
pemberdayaan peran serta masyarakat diperlukan fomula kebijakan atau 
regulasi mengenai bentuk konkrit jaminan perlindungan hukum dan jaminan 
keselamatan bagi pelapor dalam mencegah dan memberantas tindak pidana 
korupsi.  
 
Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Whistleblower 
Dalam United Nations Convention Against Corruption 2003 mengatur 
upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang 
mengikutsertakan masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
khususnya pada Pasal 13 disebutkan antara lain, bahwa “masing-masing 
negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang semestinya, dalam 
kewenangannya dan sesuai dengan prinsip-pirinsip dasar hukum internalnya, 
meningkatkan partisipasi aktif perorangan dan kelompok di luar sektor publik, 
seperti masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah (NGO/LSM) 
dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat.  
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 68 tahun 1999 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam 
Penyelenggaraan Negara. Secara lebih khusus peran serta masyarakat 
dalam hal ini lebih banyak dilakukan oleh LSM, diatur dalam Peraturan 
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Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Agar LSM memiliki ruang gerak dalam menjalankan fungsinya secara 
efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, 
diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian kepada LSM 
mencakup antara lain: Pertama, adanya peraturan perundang-undangan 
yang lebih konkrit tentang kedudukan/keberadaan bagi LSM untuk melakukan 
aktivitasnya. Kedua, adanya pengakuan/jaminan yang dirumuskan dalam 
peraturan perundangan-undangan ataupun kebijakan pemerintah, bahwa 
LSM diberikan ruang yang jelas secara independen dalam upaya 
pemberantsan korupsi; Ketiga, menjamin akses LSM terhadap sumberdaya 
dari berbagai sumber untuk melaksanakan kegiatannya seperti akses 
memperoleh data, bukti dan lain-lain yang erat kaitannya dengan potensi 
akan terjadinya tindak pidana korupsi. 
Dalam konteks pemberantasan, salah satu cara untuk mengungkap 
terorganisirnya praktik korupsi diperlukan peran whistleblower yang 
merupakan “orang dalam” pada suatu institusi, lingkungan kerja atau tempat 
dimana ditengarai terjadi tindak pidana korupsi yang dapat memberikan 
informasi bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Whistleblower bisa 
merupakan orang yang sama sekali tidak terlibat dalam praktik korupsi 
maupun orang yang dimungkinkan terlibat  dan merupakan bagian dalam 
tindak pidana korupsi yang terjadi.  
Secara yuridis normatif keberadaan whistleblowertidak ada tempat 
untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Bahkan whistleblower yang 
merupakan seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak 
dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat menjadi pertimbangan 
untuk meringankan tuntutan ataupun pidana yang dijatuhkan oleh hakim. 
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Mengingat pentingnya peran whistleblowerini, maka dalam konteks 
hukum positif perlu kiranya diformulasikan bentuk perlindungan hukum 
sebagai bentuk penghargaan atas perannya berupa informasi yang dapat 
mendorong pengungkapan modus tindak pidana korupsi menjadi relatif lebih 
mudah.  
 
Pendekatan Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 
Mencegah terjadinya praktik korupsi pada dasarnya bukan hanya tugas 
sejumlah lembaga negara atau penegak hukum saja, tetapi juga perlu peran 
serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang diperlukan tidak hanya 
terbatas pada pengaduan dan laporan terkait tindak pidana korupsi, namun 
peran serta masyarakat yang baik harus terus dibangun salah satunya 
melalui pendekatan-pendekatan yang ideal yang berkaitan erat dengan 
pemahaman nilai-nilai integritas dan semangat antikorupsi. 
Menurut hemat penulis, dalam rangka menumbuhkembangkan peran 
serta masyarakat selain upaya-upaya yang telah ada dan telah dilakukan 
KPK dan pemerintah, diperlukan pula pendekatan edukatif yang berfungsi 
untuk memotivasi dan meningkatkan daya nalar masyarakat sehingga dapat 
memahami secara komprehensif latar belakang dan faktor-faktor penyebab 
terjadinya tindak pidana korupsi dan memberikan langkah-langkah 
pencegahannya. Pendekatan sosio kultural juga sangat penting dan 
diperlukan untuk membangun kesadaran masyarakat agar mencela dan 
mengutuk perbuatan korupsi sehingga tumbuh kesadaran berkampanye 
secara meluas hingga menumbuhkembangkan budaya anti korupsi 
dikalangan masyarakat.  
Dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi aparatur negara, KPK 
Bersama pemerintah hadir dengan pendekatan struktural dengan jalan 
mengadakan perampingan instansi pemerintahan seperti lembaga, 
kementerian dan organisasi perangkat daerah sehingga minim struktur 
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namun kaya fungsi yang pada akhirnya membuahkan efisiensi dan 
membentuk sistem yang mengurangi peluang korupsi aparatur negara. 
Pendekatan sanksi kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi juga 
tidak kalah penting. KPK dalam tuntutannya dan penjatuhan sanksi yang 
berat atau setimpal dengan perbuatannya oleh hakim dengan pemidanaan 
yang optimal dapat menimbulkan efek jera bagi prefensi khusus maupun 
prefensi umum.   
Melalui pendekatan-pendekatan yang penulis uraikan diatas maka akan 
terbentuk pengetahuan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, 
sehingga masyarakat mengerti dan memahami untuk dapat melakukan 
tindakan preventif terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi. 
Pencerminan kehendak masyarakat yang tidak mentolerir tindak pidana 
korupsi juga harus ditumbuhkan sehingga akhirnya masyarakat dapat 
berperan sebagai kekuatan yang mengawasi perilaku individu khususnya 






Hak-hak dan perlindungan hukum serta bentuk penghargaan kepada 
masyarakat untuk berperan serta dalam upaya membantu mencegah dan 
memberantas tindak pidana korupsi pada dasarnya telah terakomodasi dalam 
peraturan perundang-undangan. Namun sikap skeptis masyarakat tidak 
melaporkan adanya dugaan terjadi tindak pidana korupsi karena faktor  
sulitnya memenuhi syarat menyertakan data-data atau bukti permulaan yang 
dianggap cukup agar laporan masyarakat ditindaklanjuti.  
Bentuk konkrit jaminan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan 
jiwa pelapor yang tidak jelas dan tidak terukur dalam regulasi atau kebijakan 
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KPK atau pemerintah juga merupakan faktor yang menyebabkan masyarakat 
tidakingin mengambil risiko dari adanya kemungkinan ancaman 
dikriminalisasi, intimidasi bahkan ancaman yang menyangkut keselamatan 
jiwanya dan  keluarganya. Keadaan ini berujung pada adanya pembiaran 
terjadinya tindak pidana korupsi. 
Pemberdayaan atau mengikutsertakan masyarakat/Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif 
perorangan dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat dalam mencegah 
dan memberantas tindak pidana korupsi. 
Peran serta masyarakat yang diperlukan tidak hanya terbatas pada 
pengaduan dan laporan terkait tindak pidana korupsi, namun peran serta 
masyarakat yang baik harus terus dibangun antara lain dengan pendekatan 
edukatif, sosio kultural, struktural dan dengan cara menuntut dan 
menjatuhkan sanksi yang tinggi atau setimpal sehingga menimbulkan efek 
jera bagi prefensi khusus maupun prefensi umum 
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